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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Indonesia 

yang maju dan pesat khususnya di bidang perekonomian di mana menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya maka salah satu sarana yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut adalah sarana transportasi yang sudah 

beraneka ragam dan semakin canggih.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,

mempengaruhi semua aspek kehidupan baik untuk manusia maupun bangsa dan juga

untuk memperat hubungan antar bangsa. Hal tersebut tampak dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan baik bagi orang maupun barang dari dan 

ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Menyadari peranan transportasi, maka penyelenggaraan penerbangan harus 

ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan 

dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur,

1
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nyaman, dan biaya yang efesien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya 

beli masyarakat.

Di samping itu, transportasi juga berperanan sebagai penunjang, pendorong, 

dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil daerah yang

bersangkutan.

Untuk memperlancar sarana transportasi tersebut maka diperlukan adannya

suatu prasarana pengangkutan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh dan dengan 

berbagai macam cara, misalnya pengangkutan yang dilakukan oleh orang, kendaraan

yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, pesawat udara

dan lain-lain.

Fungsi pengangkutan ini tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi saja tetapi

juga berlaku pada berbagai bidang yaitu di bidang pemerintahan, politik, sosial, 

pendidikan, hankam dan lain-lain.2

Pengangkutan merupakan sarana transportasi dan penghubung yang sangat 

penting dalam menunjang pembangunan dan perekonomian negara apalagi Indonesia 

merupakan negara kepulauan di mana pengangkutan tersebut menunjang dalam hal- 

hal sebagai berikut :3 

1. Keadaan geografis Indonesia.

H.M.N. Purwosatjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang Huk 
Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 1

2 Ibid, hlm. 2
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara, Cipta Aditya 

Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 1

um
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2. Untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor.

3. Adanya keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di kota maupun di desa.

4. Pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi.

Perkembangan zaman sekarang yang semakin canggih, maka menyebabkan 

setiap manusia dituntut untuk melakukan segala kegiatannya dengan cara yang cepat 

dan praktis serta tidak memakan banyak waktu. Hal ini berlaku juga pada kebutuhan 

manusia akan sarana pengangkutan yang bersifat cepat, praktis dan aman serta 

nyaman, misalnya saja menggunakan sarana angkutan melalui jalur udara. Karena 

sarana pengangkutan yang menggunakan jalur udara ini selain cepat, praktis, aman 

dan nyaman juga dapat menjangkau dan menghubungkan antara pulau yang satu 

dengan pulau yang lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan 

sampai ke negara-negara lain di luar Indonesia.

Angkutan udara di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan dimana

angkutan udara tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda, yang pada saat itu 

terdapat dua buah perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan penerbangan 

yaitu Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Voor Nederlands Kolonien (KLM), yang 

mana waktu itu menghubungkan Belanda dengan Hindia Belanda. Satu perusahaan 

lagi ialah Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), yang 

hanya digunakan untuk penerbangan di dalam negeri Hindia Belanda.4

4 K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni, Bandung, 1987,
Hlm. 10.
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Namun alat angkut yang lebih kita kenal dengan nama pesawat terbang ini 

memakan biaya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang diperlukan 

oleh angkutan darat dan laut. Sarana angkutan udara ini lebih diandalkan oleh 

pemerintah karena kelebihannya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia 

yaitu pulau-pulau kecil yang belum dapat dijangkau oleh angkutan darat maupun 

angkutan laut secara optimal.

Perjanjian angkutan udara bilateral adalah sebagai salah satu sarana untuk 

menjalin hubungan antar bangsa dan hal tersebut tidak terlepas dari konvensi 

internasional yang mengatur masalah penerbangan sipil.5

Karena sarana angkutan yang dapat diandalkan untuk menjangkau daerah- 

daerah dan negara-negara lainnya adalah angkutan udara, maka dalam hal ini

pemerintah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pengangkutan udara tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa 

angkutan. Prasarana dan sarana penerbangan yang disediakan dan dioperasikan 

pemerintah tersebut wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan 

keamanan dan keselamatan penerbangan.6

Mengenai masalah prasarana penerbangan juga sangat perlu untuk 

dikedepankan, karena hal tersebut berhubungan langsung baik dengan para pengguna 

jasa angkutan udara itu sendiri maupun dengan para pihak pengangkut udara.

5 K. Martono, Usman Melayu, Perjanjian Angkutan Udara Di Indonesia, Mandar Maju 
Bandung, 1996, hlm. 1

6 Penjelasan Pasal 8, UU RI No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

1
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Prasarana-prasarana penerbangan tersebut dapat berupa :

• Bandar udara (fasilitas keamanan penumpang, telekomunikasi dan navigasi

udara dan angkasa).

• Pelayanan-pelayanan penunjang penerbangan (perawatan) dan

• Pelayanan-pelayanan penumpang bandar udara (lahan parkir kendaraan).

Di Indonesia, badan atau lembaga yang mengurus hal tersebut disebut dengan 

penyelenggara bandar udara, yang mana tugasnya dilakukan oleh pemerintah dan 

pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara. Badan ini 

memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia penerbangan, karena badan inilah 

yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta 

kelancaran pelayanan termasuk keamanan dan keselamatan calon penumpang dan

penumpang selama berada di sisi udara dari bandar udara yang bersangkutan. Salah

satu penyelenggara bandara yang ada di Indonesia adalah PT. (Persero) Angkasa

Pura II.

Indonesia sudah memiki peraturan perundang-undangan sendiri mengenai 

masalah tanggung jawab penyelenggara bandar udara yang diatur di dalam UU No. 

15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang dimuat dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang 

berbunyi :7

1. Penyelenggara bandar udara bertanggung jawab terhadap keamanan dan 

keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanannya.

UU RI No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.
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2. Tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang wajib diasuransikan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

UU RI No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan tersebut menggantikan UU 

RI No. 83 Tahun 1958. Meskipun demikian pemerintah RI masih juga menggunakan 

peraturan produk zaman penjajahan Belanda yaitu menggunakan Ordonansi 

Pengangkutan Udara (OPU) yang diatur dalam staatblad 1939 No. 100. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 1992 

yang menyatakan bahwa Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordonantie 

Staatsblad 1939 No. 100) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang ini atau belum diganti dengan undang-undang baru.

Di dalam keunggulan yang dimiliki oleh angkutan udara tersebut dapat saja 

terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diduga sebelumnya baik oleh 

para pengguna jasa angkutan, perusahaan penerbangan bahkan pihak penyelenggara 

bandar udara sendiri, misalnya saja mengenai masalah keterlambatan, tertundanya 

jam keberangkatan pesawat atau yang lebih buruk lagi adalah terjadinya kecelakaan 

yang dapat saja disebabkan karena kelalaian penyelenggara bandar udara atau 

mungkin disebabkan oleh faktor yang tak dapat diduga, misalnya saja bencana alam 

dan gangguan cuaca.

Misalnya saja yang telah terjadi pada tahun 1993 yang lalu di mana waktu itu 

bandara Ngurah Rai, Bali yang sedang dalam renovasi perpanjangan Iandasan
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menyebabakan mesin pesawat boeing 747 milik maskapai penerbangan Luftansa 

rusak pada saat akan melakukan pendaratan, yang disebabkan oleh jebolnya landasan 

tersebut. Maskapai penerbangan Luftansa tersebut menuntut ganti rugi sebesar tiga 

miliar rupiah yang kemudian dibayar oleh Departemen Perhubungan. Dan masih 

banyak lagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penyelenggara bandar

udara.

Oleh karena itu, maka di dalam skipsi ini penulis mencoba untuk membahas

hal yang lebih fokus terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan masalah

tanggung jawab dan ganti rugi penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan

keselamatan penerbangan yang dimuat dalam suatu judul “TANGGUNG JAWAB

PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP KEAMANAN DAN

KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG MENURUT UU RI

NO.15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN”.

B. Permasalahan

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara bandar udara 

terhadap keamanan dan keselamatan penumpang ?

http:// v^w_.jndonext.<;Qrn/g^i-bin/cQmp.^l?. Senin, 7 Mei 2006 di Palembang.
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2. Apakah setiap kerugian atau kecelakaan terhadap penumpang yang terjadi di 

bandara, dibebankan kepada PT. (PERSERO) Angkasa Pura II sebagai 

pengelola bandar udara atau kepada pihak pengangkut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bentuk dari tanggung jawab penyelenggara bandar udara terhadap 

keamanan dan keselamatan penerbangan bagi penumpang.

2. Mengetahui setiap kerugian akibat kecelakaan yang terjadi di bandar udara, 

penyelenggara bandar udara selalu bertanggung jawab atau pihak perusahaan

angkutan itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan gambaran kepada para pengguna jasa angkutan udara akan 

bentuk tanggung jawab penyelenggara bandar udara yang diberikan kepada 

penumpang maupun kepada calon penumpang yang berada di sisi bandara 

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Secara praktis

Menjelaskan kepada para pengguna jasa angkutan udara, pihak pengangkut 

dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa mereka memiliki
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hak atas kerugian yang diderita karena kelalaian dari penyelenggara bandar

udara.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasannya 

pada hal tanggung jawab pihak penyelenggara bandar udara terhadap 

keamanan dan keselamatan penerbangan pada pengangkutan udara dan 

penerapan pelaksanaan tanggung jawab dalam hal ini adalah PT. (Persero) 

Angkasa pura II Cabang Bandar Udara International Sultan Mahmud 

Badaruddin II Palembang.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif (Legal Research), yang dilakukan

dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan 

doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Kemudian juga dilengkapi dengan Yuridis Empiris 

(penelitian lapangan) di mana data yang diperoleh didapat langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, 

yaitu dengan melalui metode wawancara secara terpimpin.
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2. Tipe Penelitian

Tipe ini adalah bersifat eksploratoris yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang 

belum diketahui.9

3. Jenis dan sumber data

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (Library Research). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi:

> Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan

hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No.15 Tahun 1992

Tentang Penerbangan.

> Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan

bahan hukum primer, meliputi buku-buku tentang Penerbangan dan

Hukum Transportasi.

> Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum sekunder, seperti internet, kamus, ensiklopedia.

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari 

sumber terkait melalui wawancara. Adapun sumber tersebut diperoleh

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 8.
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dari pejabat yang bekerja di PT. (Persero) Angkasa pura II Cabang 

Bandar Udara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan (Library Research)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan 

membaca, mengutip dan menganalis peraturan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data

yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu penelitian dengan

mengadakan wawancara langsung dan dapat disertakan dengan kuisioner 

yang berstruktur10, kepada pihak yang telibat. Dalam hal ini adalah

pejabat PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara International

Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (data primer) dan data 

sekunder dianalisis melalui metode kualitatif yaitu data yang diperoleh 

diuraikan secara sistematis sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan 

yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui suatu gejala dengan teliti

10 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,!98l,hlm.25
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